BUP'ATI BANJAR
PROVINST KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI HANJAR

NOMOR 188.45/ &34 /KUM/2019
TENTANG

FENETAFPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
Dl KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

BUPATI BANJAR,

Menimbang EOEL bahwa unfuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menter Pendidikan dan Kebudayvasn Nomor 24 Tehun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dind
dan untuk meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD} di walayah Kabupaten Banjar
sepual  denpan Standar  Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan, maka perlu menetapkan Pendirian Pendidikan
Analk Usia Dini Negeri di Kabupaten Banjar Tahun 2019,

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Banjar,;

Mengmgat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 18953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il diKalimantan {Lembaran
MNegara Republik Indonesia  Tehuan 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang [Lembaran Nepara Republik
Indonesia, Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem
FPendidikkan = Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahen Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 5587), scbhagaimana
telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan RKedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
kepublik  Indonesia  Nomor 4235) sebagaimana telah
diubah dengan UndangUﬁdmug Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Un -Uﬂﬂm Nomar 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 287, Tambahan

BAG.HUKUN SETDA BAMJIAR" Veeara Republik Indonesia Nomor 5606};




Memperhatikan -

10.

11.

12,

2

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesin Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nemor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Kouangan Daerah
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Keduas Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Analt Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1668);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004
tentang  Pemvelenpggoraan Pendidikan [Lembaran Daerah
Kabupaten Banfar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banfar Nomor 4] sebagaimana telah diubah
dengan Perituran Dacrah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Atss Peraturan Daeralh Kabupaten
Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentan 'enyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupsten w’['nhuu 2017
ﬁﬂ.ﬂ:ﬂtﬁ?. Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
OImor aj;

Pernturun Dacrah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017
Dactah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerab Kabupaten Banjar Nomer 7); S

Nomor 421.9/1092-Disdik tanggal 31 Mei 2019 tentang
Penetapan Pendirian PAUD Negeri di Kabupaten Banjar:









